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BAB YV

PENUTUP

A. KESIMPULAN
1. Dari analisa di atas, dapat disimpulkan bahwa surat pernyataan yang
dibuat oleh ibu kandung dalam memperjuangkan hak-hak anaknya agar
mendapatkan tanggung jawab dari ayah biologisnya ini memiliki kekuatan
yang mengikat karena surat pernyataan tersebut sudah ditandatangani oleh
ibu kandung dan ayah biologisnya serta disaksikan dan ditandatangani

oleh 2 (dua) orang saksi.

Tujuan surat pernyataan tersebut adalah agar anak yang lahir di luar
perkawinan ini mendapatkan hak-hak yang dibutuhkannya seperti natkah
serta kasih sayang dari ayah biologisnya, sehingga anak tersebut dewasa
dan terpenuhi haknya, dan dapat bertanggung jawab terhadap apa yang

sudah dilakukan oleh ayah biologisnya

2. Surat pernyataan tentang tanggung jawab ayah biologis terhadap anak
yang lahir di luar perkawinan korelasinya positif dengan Pasal 43 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 46/PUU-VIII/2010 karena hal tersebut merupakan suatu bentuk
tanggung jawab penuh dari ayah biologis terhadap anak yang lahir di luar

perkawinan, meskipun hanya memiliki hubungan keperdataan dengan
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ibunya dan keluarga ibunya sesuai dengan yang di atur dalam Pasal 43
ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 , tetapi dengan adanya
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, berdasarkan
penandatanganan surat pernyataan tersbut untuk mengakui bahwa anak
yang dimaksud adalah dalam tanggung jawab ayah biologis, sehingga
wajib menafkahi hingga anak itu dewasa.

B. SARAN

1. Bagi Pemerintah

Penulis menyarankan agar pemerintah dapat mensosialisasikan dan
menjelaskan secara awam mengenai hak-hak anak yang lahir di luar
perkawinan serta pemerintah agar dapat menjelaskan akan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 agar masyarakat luas tidak
mendiskreditkan dan memberi kesan negatif terhadap anak yang lahir di luar
perkawinan yang dapat menyakiti anak tersebut secara psikis dan fisik.
Karena, penulis yakin masih banyak masyarakat yang belum paham akan
pentingnya menjaga dan memelihara anak di luar perkawinan karena anak
tersebut memiliki hak-hak yang sama dengan anak pada umumnya.
Pemerintah juga seharusnya turun langsung dan wajib melindungi hak-hak
anak luar kawin karena hak-hak mereka sudah diatur di dalam perundang-
perundangan yang secara otomatis negara beserta perangkat-perangkatnya

harus tunduk pada aturan-aturan di dalam perundang-perundangan.

2. Bagi Lembaga Penengak Hukum
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Penulis berharap agar lembaga penegak hukum lebih cermat dan
obyektif serta melihat suatu kasus secara kepatutan dengan menilai dari unsur-
unsur yang dikandung suatu surat pernyataan karena tidak semua masyarakat
mengerti akan hukum dalam hal membuat suatu surat perjanjian dengan
sempurna dan memiliki batasan-batasan yang terkandung dalam syarat sah

nya suatu perjanjian.

3. Bagi Masyarakat

Penulis berharap agar masyarakat sadar akan bahaya dan resiko dari
hubungan seksual di luar perkawinan yang mengakibatkan lahirnya anak yang
tak berdosa di luar perkawinan untuk memikul beban kelakuan orang tuanya
yang seharusnya anak pada umumnya tidak mengalami hal buruk tersebut

sehingga tidak akan terjadi kasus-kasus seperti ini dapat terulang kembali.
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